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ABSTRACT 

The Implementation of Public Service  
at One-Stop Service Office (KPTSP) 

Sintang Regency 
 
 

Sebel Manik 
NIM : 015880152 

Email : sebel_MAP_2009@yahoo.co.id   
Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak 

 
 

Keywords: Public Service, One-Stop Service 
 

The government of Sintang regency has established One-Stop Service 
Office (KPTSP) according to the regional regulation of Sintang regency No. 2 of 
2008; meanwhile, the organizational structure and administration of the office of 
one-stop service is stated with regent regulation No. 52 of 2008 that has the 
principal task of conducting some tasks of local government in the field of 
integrated services that include licensing and non-licensing service in accordance 
with Sintang regent policy. The implementation of public service from separated 
service to integrated service in Sintang regency is still new; therefore, it needs 
more investigation whether one-stop service has been proper to the society’s 
intention.  

The purpose of this research is to figure out the service quality of the 
implementation of one-stop service at one-stop service office (KPTSP) of Sintang 
regency. 

This research is the qualitative descriptive research. The collecting data 
was conducted with the observation, interview, and documentation through 
literature study. The observation was conducted in detail and accurately, the 
interview was conducted to the officials in KPTSP of Sintang regency and those 
who are the service users to accomplish the data as the research material. 

The finding research shows that the policy of the implementation of public 
service at KPTSP of Sintang regency still needs more improvements on the 
organizational structure. Those are the addition of the authority taken over at 
KPTSP of Sintang regency, the competence of the apparatus needs to be improved 
in technical field, and the service system needs to notice the condition of service 
rooms and the lounge for the convenience in getting the service. 
Refer to the factors that influence the success of the program is the availability of 
supporting resources where there is limited funding to support the operations of 
integrated services and limited access Sintang integrated one-stop information 
service. Human resources still need to be improved by taking a part the education 
and training, course and placement of technical disciplines to support quality 
services, to support inadequate and improved service infrastructure.  
This study proves that the quality of public services is affected by the 
organizational structure, the competence of the apparatus and system services.  
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These three factors are interrelated to one another and cannot be separated in part 
to determine the level and the goodness and weakness of public service organized 
by the government. 
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ABSTRAK 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik  
Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)  

Kabupaten Sintang 
 
 

Sebel Manik 
NIM : 015880152 

Email : sebel_MAP_2009@yahoo.co.id   
Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak 

 
 

Kata-kata  Kunci : Pelayanan Publik,  Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 

Pemerintah Kabupaten Sintang telah membentuk Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (KPTSP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang  Nomor 2 Tahun 2008,  sedangkan Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Sintang  ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor. 52 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terpadu  
meliputi pelayanan  Perizinan  dan non Perizinan sesuai kebijakan Bupati Sintang. 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang terpisah menjadi satu pintu di Kabupaten 
Sintang tergolong masih baru, oleh karena itu  perlu penelusuran lebih jauh  
apakah pelayanan terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan harapan  masyarakat. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu  pada Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  Pengumpulan data 
dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi  melalui telaah 
kepustakaan. Pengamatan dilakukan secara teliti dan seksama, wawancara 
dilakukan terhadap  aparat pada KPTSP Kabupaten Sintang dan masyarakat 
pengguna jasa untuk melengkapi data sebagai bahan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik pada KPTSP Kabupaten Sintang  masih perlu pembenahan pada 
Struktur organisasi yaitu penambahan wewenang yang dilimpahkan pada KPTSP 
Kabupaten Sintang, Kemampuan Aparat perlu ditingkatkan di bidang teknis, dan 
sistem pelayanan perlu diperhatikan  kondisi ruangan pelayanan dan ruang tunggu 
demi kenyamanan  dalam memperoleh pelayanan.  
Dilihat dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yaitu faktor 
ketersediaan sumberdaya pendukung dimana masih terbatasnya pendanaan untuk 
menunjang kegiatan operasional KPTSP Kabupaten Sintang dan terbatasnya akses 
informasi. Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan  dengan  mengikuti 
diklat, kursus, dan penempatan disiplin ilmu teknis untuk menunjang pelayanan 
yang berkualitas, untuk  dukungan sarana dan prasarana pelayanan belum 
memadai  serta  perlu ditingkatkan. 
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Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh  
Stuktur Organisasi, Kemampuan Aparat, dan  Sistem Pelayanan. Ketiga faktor ini 
saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan  dalam ikut menentukan  
tinggi rendahnya dan baik buruknya kualitas  pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh pemerintah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi 

itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pemerintahan pada 

hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan ada bukan untuk 

melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan 

kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 

kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya 

pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik 

dan profesional. 

Pelayanan publik (public services) oleh  KPTSP  Kabupaten Sintang 

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) 

oleh pemerintah (birokrat publik)  dimaksudkan untuk mensejahterakan 

masyarakat (warga negara) di dalam suatu negara kesejahteraan (welfare state).  

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) 1998  

diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah ( BUMN/BUMD ) dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam 
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rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun kegiatan dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan  perundang-undangan. 

Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang 

sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan 

indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha dalam Widodo, 

2001). Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan 

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani 

untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. 

Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan tersebut, birokrasi publik 

diharapkan dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, 

sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus 

dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu 

dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi 

dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah 

memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang 

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan 

kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan masa depannya sendiri. 

Pelayanan Publik adalah pelayanan terbaik yang diberikan pemerintah, 

dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan Pelayanan Prima adalah 

Pelayanan Publik yang sesuai  atau bahkan dapat melampaui  standar pelayanan 

Pedoman dasar bagi tata laksana pelayanan umum  oleh lembaga pemerintah 
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kepada masyarakat  (Kep. MENPAN Nomor. 81 Tahun 1993) semua layanan 

umum diharapkan dapat mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Kesederhanaan, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 
meminta pelayanan; 

2. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya 
kejelasan dan kepastian mengenai : 
a. Prosedur/tata cara pelayanan; 
b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

persyaratan administratif; 
c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan; 
d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; 
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

3. Keamanan yaitu proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman, 
serta memberikan kepastian hukum; 

4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 
kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu 
penyelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan 
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar 
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 
maupun tidak diminta; 

5. Efisien, mengandung arti : 
a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan yang berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan 
mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan 
kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

6. Ekonomis yaitu biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan 
mempertimbangkan nilai layanan, daya beli masyaarakat, dan 
peraturan perundang-undangan lainnya; 

7. Keadilan yaitu pelayanan harus merata dalam hal jangkauan dan 
pemanfaatannya. 

8. Ketepatan waktu yaitu tidak perlu berlama-lama, kriteria ini 
mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 
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Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis seperti itu, 

birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) 

dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah 

berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan 

kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel 

kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja 

yang realistik pragmatis (Thoha dalam Widodo, 2001). Dengan revitalitas 

birokrasi publik terutama aparatur pemda ini, pelayanan publik yang lebih baik 

dan profesional dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang 

diberikan kepadanya dapat terwujud.  

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan 

oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat 

(public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi 

perlindungan (protection function).   

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat 

mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa 

(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh 

masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk 

menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Artinya 

pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan 

diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua 

warga masyarakat  mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 

(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauhmana 

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, 

yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara telah menjalankan 

perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. 

Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum 

adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 

mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan 

kepada publik. Senada dengan itu, Moenir (1992) mengemukakan bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode 

tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.  

Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 

1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya; 
2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers; 
3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang 

diinginkan mereka; 
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan 

berkualitas; 
5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan 

lain. 
 

Untuk mempertanyakan kepuasan masyarakat terhadap apa yang 

diberikan oleh pelayan dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah 

itu sendiri dengan apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik 

berharap apa yang akhirnya diterima mereka dengan demikian dilakukan penilaian 

tentang sama tidaknya antara harapan dengan kenyataan, apabila tidak sama maka 
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pemerintah diharapkan dapat mengoreksi keadaan agar lebih teliti untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada msayarakat. 

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah terhadap kehendak 

masyarakat, seperti ketentuan biaya yang tepat, waktu yang diperhitungkan dan 

mutu yang dituntut masyarakat telah dapat terpenuhi. Andaikata tidak terpenuhi, 

pemerintah diharapkan mengkoreksi keadaan, sedangkan apabila terpenuhi 

dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya, tentang berbagai informasi yang diterima 

masyarakat berkenaan dengan situasi dan kondisi, serta aturan yang 

melengkapinya sebagai payung hukum yang melandasi aturan yang di laksanakan 

oleh pemerintah. . 

Pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu 

kualitas pelayanan publik, yaitu sebagaimana  dalam Gambar 2.1 berikut  

Gambar 2.1 
Segitiga Keseimbangan dalam Kualitas Pelayanan 

(The Triangle of Balance in Service Quality) 

Bagian  antar pribadi yang melaksanakan 
(Inter Personal Component) 

 
           Bagian  proses & Lingkungan             Bagian profesional & Teknik                                          
               Yang mempengaruhi                                 Yang dipergunakan 
        (Process/Environment Component)          (Professional/Technical Component) 

Sumber : Warsito Utomo, 1997 

 
Dari gambar 2.1 tersebut jelas bahwa dalam melihat tinggi rendahnya 

kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara :  
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1. Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component); 

2. Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Process and    

Environment Component); 

3. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and Technical 

Component). 

 
2. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh 

pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995) adalah : 

1. Kesesuaian dengan persyaratan; 
2. Kecocokan untuk pemakaian; 
3. Perbaikan berkelanjutan; 
4. Bebas dari kerusakan/cacat; 
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; 
6. Melakukan segala sesuatu secara benar; 
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 
 

Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut dapat diterima.  Pertanyaan 

yang muncul adalah ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut menentukan 

kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu 

antara lain : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu 
proses; 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; 
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; 
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer; 
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-
lain; 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, 
kebersihan dan lain-lain. 
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Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu 

pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk. Zeithaml 

(1990) mengemukakan dalam mendukung hal tersebut, ada 10 (sepuluh) dimensi 

yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi; 
2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; 
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 
4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; 
5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi; 
6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; 
7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya 

dan resiko; 
8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan; 
9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan suara, 

keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; 

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 
kebutuhan pelanggan. 
 
 

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, 

dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas 

pelayanan yang mereka terima. Untuk menilai kualitas suatu pelayanan sangat 

sulit tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan 

aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan, 

merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik. Elemen 
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kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik sebelum 

dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan. 

Dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan 

berbeda. Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini 

tidak mustahil dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang 

lain. Maka kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Dalam hal ini 

yang dijadikan pertimbangan adalah kesulitan atau kemudahan konsumen dan 

produsen di dalam menilai kualitas pelayanan   ( Gambar 2.2). 

Gambar  2. 2 
Matrik Penilaian Pelayanan 

Tingkat kesulitan pengguna di dalam mengevaluasi 
kualitas Tingkat kesulitan 

produsen di dalam 
mengevalusi kualitas 

 
Rendah 

 
Tinggi 

 
Rendah 

 
Mutual Knowledge Producer Knowledge 

 
Tinggi 

 
Consumer Knowledge Mutual Ignorance 

 
Sumber : Kieron Walsh, 1991 (dalam majalah Public Administration) 
 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kualitas dapat diberi pengertian 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) yang 

menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali 

diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan 

persyaratan atau kebutuhan. 

 
Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan 

Peningkatan Mutu Pelayanan, dinyatakan bahwa hakekat pelayanan umum    

adalah : 
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1. Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah di bidang pelayanan umum; 

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, 

sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna; 

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat 

dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

luas. 

Oleh karena itu dalam pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur 

dasar sebagai berikut : 

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan 

diketahui secara pasti oleh  masing-masing pihak; 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh 

pada efisiensi dan efektivitas; 

3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah terpaksa 

harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 

memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya. 

Selain itu, Zeithaml, et.al (1990) mengatakan bahwa ada 4 (empat) jurang 

pemisah yang menjadi kendala dalam pelayanan publik, yaitu sebagai berikut : 
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1. Tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat; 

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat; 

3. Keliru penampilan diri dalam pelayanan publik itu sendiri; 

4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan. 

 John. M. Inan Cevich ( 1996) pernah melakukan penelitian bahwa ada 7 

(tujuh) hal yang harus dihindari oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan 

publik, ketidaktahuan pemerintah akan hal ini menyebabkan timbulnya jurang 

pemisah antara masyarakat dengan pemerintahnya, yaitu : 

1. Apatis; 
2. Menolak berurusan; 
3. Bersikap dingin; 
4. Memandang rendah; 
5. Bekerja bagaikan robot; 
6. Terlalu ketat pada prosedur; 
7. Seringnya melempar urusan kepada pihak lain. 

 

Sementara itu,  Sutopo (2001)  menjelaskan untuk mengetahui faktor buruknya 

kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintah, yang lebih banyak disebabkan : 

1. Gaji rendah; 

2. Sikap mental aparat pemerintah; 

3. Kondisi ekonomi buruk pada umumnya. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan berbagai manfaat, 

diantaranya hubungan antara pelanggan dan pemberi layanan menjadi harmonis, 

sehingga memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, 

membentuk  suatu  rekomendasi dari mulut ke mulut  (word of mouth) ( Gambar 

2. 3). Yang menguntungkan bagi pemberi layanan, reputasi yang semakin baik di 

mata pelanggan, serta laba (PAD) yang diperoleh akan semakin meningkat 

(Tjiptono, 1995).  
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Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. ( Gambar 2. 3 ) 

Gambar 2.  3 
 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

               Tujuan Perusahaan                   Kebutuhan dan Keinginan  
                                                                          pelanggan 
                                                                   
 
                        Produksi 
 
 
                    Nilai Produk 
                 Bagi Pelanggan 
 
 
                                   Tingkat Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Oliver dalam Prawitra, 1993 

Uraian tersebut  menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh aparatur negara sesungguhnya tidak dapat lepas dari birokrasi dan 

tidak dapat lepas dari etika pelayanan birokrat itu sendiri meliputi : 

1. Ketepatan waktu; 

2. Kemudahan dalam pengajuan; 

3. Akurasi pelayanan bebas dari kesalahan; 

4. Biaya pelayanan. 

 
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik 

Berdasarkan segitiga keseimbangan dalam kualitas pelayanan dan 

keseluruhan uraian konsep dan teori sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini  

penulis mencoba mengemukakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik yang antara lain disebabkan oleh : 
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1. Struktur organisasi; 

a. Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi. 

b. Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi. 

c. Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. 

2. Kemampuan aparat; 

a. Tingkat pendidikan aparat 
b. Kemampuanpenyelesaian Pekerjaan sesuai jadwal 
c. Kemampuan melakukan kerjasama 
d. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap  perubahan organisasi. 
e. Kemampuan dalam menyusun  rencana kegiatan 
f. Kecepatan dalam melaksanakan tugas 
g. Tingkat kreatifitas mencari tata kerja  yang terbaik 
h. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

atasan. 
i. Tingkat keikutsertaan  dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya. 
 
3. Sistem pelayanan. 

a. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan terkait  dengan lokasi 
pelayanan 

 
b. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan. 

 
c. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan. 
 

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Struktur Organisasi 

Menurut Anderson (1972), struktur adalah susunan berupa kerangka yang 

memberikan bentuk dan wujud, dengan demikian akan terlihat prosedur kerjanya. 

Dalam organisasi pemerintahan, prosedur merupakan sesuatu rangkaian tindakan 

yang ditetapkan lebih dulu, yang harus dilalui untuk mengerjakan sesuatu tugas. 

Struktur organisasi perlu diperhatikan apakah ada petugas pelayanan 

yang mapan, apakah ada pengecekan penerimaan atau penolakan syarat-syarat 
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pelayanan, kerja yang terus-menerus berkesinambungan, apakah ada manajemen 

yang komit, struktur yang cocok dengan situasi dan kondisi dan apakah ada 

sumberdaya yang mapan. 

Dalam pengendalian pelayanan perlu prosedur yang runtut yaitu antara 

lain penentuan ukuran, identifikasi, pemeliharaan catatan untuk inspeksi dan 

peralatan uji, penilaian, penjaminan dan perlindungan (Gaspersz, 1994). 

Oleh karena itu struktur organisasi yang demikian  akan berpengaruh 

positif terhadap pencapaian kualitas pelayanan. Akan tetapi, apabila struktur 

organisasi tidak disusun dengan baik maka akan dapat menghambat kualitas 

pelayanan publik yang baik. 

Berdasarkan uraian tentang struktur organisasi tersebut, dapat dikatakan 

bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian tentang kualitas 

pelayanan publik ini adalah : 

1. Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi; 

2. Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi; 

3. Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. 

Kemampuan Aparat 

Aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada 

kepentingan negara dan pemerintahan dan  berkedudukan sebagai pegawai negeri 

(Tayibnapsis, 1993), sedangkan Moerdiono (1988) mengatakan aparatur 

pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh 

kewenangannya berdasarkan pendelegasian dari Presiden Republik Indonesia.    

Dengan kata lain aparatur negara atau aparatur adalah para pelaksana 

kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan negara, baik yang bekerja di 
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dalam tiga badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun mereka yang sebagai 

TNI dan pegawai negeri sipil pusat dan daerah yang ditetapkan dengan peraturan 

peraturan pemerintah. 

Dari aparat negara dan atau aparatur pemerintah, diharapkan atau dituntut 

adanya kemampuan baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku 

yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini 

(Handayaningrat, 1986 

Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat 

sangat berperan penting dalam hal ikut  menentukan kualitas pelayanan publik 

tersebut. Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai 

berukut : 

1. Tingkat pendidikan aparat; 
2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal; 
3. Kemampuan melakukan kerja sama; 
4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami 

organisasi; 
5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan; 
6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas; 
7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik; 
8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya. 
 
Sistem Pelayanan 

Secara definisi sistem adalah suatu  jaringan yang berhubungan satu 

sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi 

yang utama dalam suatu usaha atau urusan (Prajudi, 1992), bisa juga diartikan 

sebagai suatu kebulatan dari keseluruhan yang kompleks teroganisisr, berupa 

suatu himpunan perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu 

kebulatan dari keseluruhan yang utuh (Pamudji, 1981). 
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Untuk sistem pelayanan perlu diperhatikan apakah ada pedoman 

pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, biaya atau tarif, prosedur, 

buku panduan, media informasi terpadu saling menghargai dari masing-masing 

unit terkait atau unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu 

sendiri. 

Dengan demikian sistem pelayanan adalah kesatuan yang utuh dari suatu 

rangkaian pelayanan yang saling terkait, bagian atau anak cabang dari suatu 

sistem pelayanan terganggu maka akan menganggu pula keseluruhan palayanan 

itu sendiri. Dalam hal ini apabila salah satu unsur pelayanan seperti mahalnya 

biaya, kualitasnya rendah atau lamanya waktu pengurusan maka akan merusak 

citra pelayanan di suatu tempat. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini maka indikator-

indikator sistem pelayanan yang menentukan  kualitas pelayanan publik adalah : 

1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat 

pelayanan; 

2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan; 

3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan. 

4. Keterkaitan Antara Struktur Organisasi, Kemampuan Aparat dan 
Sistem Pelayanan dengan Kualitas Pelayanan Publik 

 
Berdasarkan uraian terdahulu, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan 

kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Ketiga faktor ini saling berkaitan satu 

sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam ikut menentukan tinggi rendahnya dan 

baik buruknya suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. 
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Kualitas pelayanan publik mempunyai indikator ketepatan waktu, 

kemudahan dalam pengajuan, akurasi pelayanan yang bebas dari kesalahan dan 

biaya pelayanan.  Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan. Semakin baik faktor struktur organisasi, 

kemampuan aparat dan sistem pelayanan maka kualitas pelayanan publik akan 

semakin baik pula dan semakin dapat memuaskan masyarakat sebagai pengguna 

hasil  pelayanan.   Sehingga  kualitas  pelayanan publik yang berkualitas dapat 

tercapai ( Gambar 2. 4 )  

 

Gambar 2.4 
Konsep Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  

Kualitas Pelayanan Publik 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Sumber : Hasil  olahan 

5. Pelayanan Prima  

Kata ‘prima‘ memiliki arti harafiah ‘yang terbaik’. Pelayanan prima diartikan 

sebagai pelayanan yang terbaik, yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. Ukuran ‘terbaik’ ini sangat relatif,  dan biasanya  dikaitkan 

dengan Stándar Pelayanan Prima (SPP). Sebagai patokan, pelayanan prima 

dibedakan atas 3 (tiga ) tingkatan : 

Struktur Organisasi 

Kemampuan Aparat 

Sistem Pelayanan 

Kualitas Pelayanan Publik 
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a. Pelayanan yang dianggap terbaik oleh lembaga lembaga pemerintah 

yang belum memiliki SPP,  lembaga semacam ini memiliki kewajiban 

untuk segera menyusun SPP. 

b. Pelayanan yang sesuai dengan SPP, bagi lembaga pemerintah yang 

sudah memiliki SPP. 

c. Pelayanan terobosan yang mampu melebihi persyaratan SPP, bagi 

lembaga pemerintah yang selama ini tingkat pelayanannya sudah 

secara rutin dapat memenuhi SPP mereka. Lembaga semacam ini wajib 

memperbaharui SPP untuk menampung upaya terobosan-terobosan 

yang  sudah mulai dilakukan. 

 
       Batasan pengertian  dimaksud adalah dari sisi kaca mata pemerintah 

sebagai penyedia pelayanan publik. Namun masyarakat memiliki ukurannya 

sendiri. Sebuah pelayanan dikatakan terbaik apabila paling tidak  dapat 

memenuhi rasa kepuasan mereka. Kepuasan tercapai jika layanan yang nyata-

nyata mereka terima dapat melebihi apa yang mereka harapkan. 

Sebuah pelayanan yang sudah dinyatakan terbaik oleh pemerintah dapat saja 

tetap tidak dapat memuaskan pelanggan atau masyarakat,  karena pemerintah 

tidak mengenal  harapan masyarakatnya, pelayanan prima harus diartikan 

sebagai pelayanan terbaik oleh pemerintah dan dapat memuaskan harapan 

masyarakat. 

Sampai saat ini  telah ditawarkan berbagai ukuran bagi mutu pelayanan, 

dengan titik pusat penilaian yang saling berbeda, dan cara pengukuran yang 

beraneka ragam pula. Namun demikian, terdapat beberapa kesamaan ukuran 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40905.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



31 
 

mutu pelayanan yang sering dijumpai di berbagai bidang kajian (Supriyanto,  

2001 : 19 ) yaitu : 

a. Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standar. 
b. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan. 
c. Pelaksanaan pelayanan didukung teknologi, sarana, dan prasarana yang 

memadai. 
d. Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan 

kode etik. 
e. Pelaksanaan layanan dapat memuaskan pelanggan. 
f. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan petugas pelayanan. 
g. Pelaksanaan pelayanan mendatangkan keuntungan bagi lembaga penyedia 

pelayanan. 
 

Pelayanan adalah upaya untuk membantu menyiapkan, menyediakan, atau 

mengurusi keperluan orang lain. Pihak yang dilayanani disebut pelanggan. 

Pihak yang melayani menyampaikan layanan kepada pelanggannya. Bentuk 

layanan dapat berupa barang nyata, barang tak nyata atau jasa. 

Tujuan & Manfaat Pelayanan Prima   

(Kep. MENPAN   No. 63/KEP/M.PAN/7/2004) 

1. Tujuan  : 

Memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan 

sesuai dengan kebutuhan dalam rangka :  

d. Memberdayakan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan publik. 

e. Membangun dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat  

  terhadap pemerintah. 

2. Manfaat : 

a. Upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada   

Masyarakat. 

b. Acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan,   
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c. Acuan untuk pelayan, pelanggan atau stakeholders dalam kegiatan     

pelayanan,  why, when, with whom, where, & how pelayanan mesti  

dilakukan. 

3. Standar Pelayanan  (Kep. MENPAN No.63 Tahun 2004) 

a. Prosedur Pelayanan  
                        Dibakukan pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 
 

b. Waktu Penyelesaian  
 Ditetapkan sejak saat permohonan sampai dengan penyelesaian 
termasuk pengaduan. 
  

c. Biaya Pelayanan  
Ditetapkan biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya. 
 

d. Produk Pelayanan  
Hasil pelayanan yang akan diterima pelanggan harus sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
 

e. Sarana dan Prasarana  
Memadai dalam proses pemberian layanan. 
 

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan  
               Ditetapkan berdasarkan pengetahuan, 

keahlian,keterampilan,sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.  
 

      Pelayanan Prima juga dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik dan atau 

pelayanan yang terbaik, sesuai dengan standar yang berlaku atau 

dimiliki oleh instansi yang memberi pelayanan sehingga mampu 

memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan) (LAN-RI 2004). 

2. Pelayanan Prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan   

memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan 

pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka 
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selalu loyal kepada organisasi/perusahaan. (Dasar-dasar Pelayanan 

Prima, Atep Adya Barata, 27) 

Berdasarkan hasil uraian tinjauan teoritis tersebut, maka untuk memudahkan 

tujuan dari hasil penelitian disusun kerangka pemikiran sebagaimana bagan 

berikut :            

E. Kerangka Pikir 

Bagan 2.1  Diagram Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 : Kerangka Pikir Penyelenggaraan pelayanan Publik pada Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( KPTSP) Kabupaten Sintang. 

Pelayanan Publik 

Kemampuan Aparat : 
 
- Tingkat pendidikan aparat 
- Kemampuan penyelesaian Pekerjaan 

sesuai jadwal 
- Kemampuan melakukan kerjasama 
- Kemampuan menyesuaikan diri 

terhadap  perubahan organisasi. 
- Kemampuan dalam menyusun  

rencana kegiatan 
- Kecepatan dalam melaksanakan 

tugas 
- Tingkat kreatifitas mencari tata 

kerja  yang terbaik 
- Tingkat kemampuan dalam 

memberikan pertanggungjawaban 
kepada atasan. 

- Tingkat keikutsertaan  dalam 
pelatihan/kursus yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya. 

Sistem Pelayanan : 
 
- Kenyamanan dalam 

memperoleh pelayanan 
terkait  dengan lokasi 
pelayanan 
 

- Kejelasan informasi 
tentang pelayanan yang 
diberikan. 

 
- Perlindungan terhadap 

dampak hasil 
pelayanan. 

Struktur Organisasi : 
 
- Tingkat pembagian 

tugas pokok dan fungsi. 
 

- Kejelasan Pelaksanaan 
tugas antar instansi 
 

- Tingkat hubungan 
antara atasan dan 
bawahan. 

 

Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40905.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



34 
 

 

C. Definisi Konsep Dan Operasional 

Definisi Konsep 

Dalam penelitian ini untuk memudahkan dan agar dapat memberikan 

arah yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian, maka perlu dilakukan 

pendefinisian secara konseptual terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini.   

Adapun definisi konseptual tersebut adalah : 

Kualitas pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diberikan oleh KPTSP Kabupaten Sintang dapat memuaskan masyarakat yang 

menerima pelayanan. 

Struktur organisasi adalah susunan bagian-bagian yang mempunyai tugas dan 

fungsi yang saling berhubungan serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang 

dalam pemberian pelayanan publik. 

Kemampuan aparat adalah suatu keadaan yang menunjukkan pengetahuan, 

kemampuan dan kemauan dari aparat untuk melaksanakan tugas dalam rangka 

memperlancar tujuan organisasi. 

Sistem pelayanan adalah rangkaian yang kait mengkait secara utuh membentuk 

kebulatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai 

tujuan organisasi. 

Definisi Operasional 

Kualitas pelayanan publik 

Kualitas Pelayanan Publik adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diberikan oleh KPTSP  Kabupaten Sintang dapat memuaskan masyarakat yang 
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menerima pelayanan dan pelayanan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

sistem pelayanan yang ditentukan oleh KPTSP Kabupaten Sintang untuk 

menyelesaikan suatu urusan perizinan yang dilaksanakan  sesuai target yang telah 

ditentukan. 

Struktur organisasi  

Stuktur Organisasi adalah susunan bagian-bagian yang mempunyai tugas dan 

fungsi, yang saling berhubungan serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang 

dalam pemberian pelayanan publik di KPTSP Kabupaten Sintang untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan dibidang perizinan yang dilimpahkan oleh 

bupati kepada  KPTSP Kabupaten Sintang. 

Kemampuan aparat 

Kemampuan aparat  adalah “ pengetahuan, kemampuan dan kemauan,” dari aparat 

untuk melaksanakan tugas dalam rangka memperlancar tujuan organisasi dalam 

hal ini perlu adanya bimbingan dan kursus untuk meningkatkan kemampuan 

aparat secara teknis. 

 
Sistem pelayanan  

Sistem pelayanan adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat  

dengan mengedepankan sistem pelayanan  yang sesuai dengan rangkaian 

pelayanan perizinan yang telah ditentukan  sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Beberapa konsep operasional yang ada dalam penelitian ini dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 
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Merupakan   langkah  lebih lanjut  dari   definisi  konseptual yang  

berbentuk indikator-indikator dari variabel yang dijadikan acuan dalam 

melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan publik akan diukur dari tingkat kepuasan pengguna jasa 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, diukur dari : 

a. Ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan 

proses; 

b. Kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi; 

c. Akurasi pelayanan yang berkaitan dengan apakah pelayanan tersebut 

bebas dari kesalahan; 

d. Kesesuaian biaya pelayanan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

a. Struktur organisasi akan diukur dari : 

1. Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi; 

2. Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi; 

3. Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. 

b. Kemampuan aparat akan diukur dari : 

1. Tingkat pendidikan aparat; 
2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal; 
3. Kemampuan melakukan kerja sama; 
4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami 

organisasi; 
5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan; 
6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas; 
7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik; 
8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan 

dengan bidang tugasnya. 
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c. Sistem  pelayanan akan diukur dari : 

1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi 

tempat pelayanan; 

2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan; 

3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Penyelenggaraan pelayanan publik pada KPTSP 

Kabupaten Sintang ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini 

dipilih dengan mempertimbangkan keserasian dengan objek yang diteliti. Metode 

kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif : ucapan atau tulisan 

dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Sedangkan 

menurut Arikunto (1993:16) langkah-langkah penelitian dengan pendekatan 

kualitatif  lebih menitikberatkan pada kegiatan administrasi adalah : 1). 

Pembuatan rancangan penelitian, 2). Pelaksanaan penelitian, dan 3). Pembuatan 

laporan penelitian. 

Menurut Arikunto (1993:7), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian 

yang hendak melakukan penilaian tentang sesuatu hal dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antar fakta. Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian deskriptif 

bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik 

mengenai sasaran atau mengenai bidang tertentu, serta berusaha mengambarkan 

situasi atau kejadian yang nyata. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik pada KPTSP Kabupaten Sintang untuk melihat, mengetahui serta 

melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat 
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masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jelas mengarah pada 

penggunaan metode penelitian kualitatif. Meski demikian, dalam penelitian ini 

tidak menutup kemungkinan menggunakan data-data kuantitatif, selama dalam 

menggunakan cara-cara tersebut dipandang oleh penulis mampu memaksimalkan 

dalam pencarian data dan menganalisisnya. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan 

sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan 

subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan     fakta-fakta yang 

tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 1990). 

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non 

hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan 

hipotesis (Arikunto, 1996). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara 

akurat. 

Pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai 

pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi 

tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Lexy Moleong, 2000). 

Sugiyono (1998), mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif 

bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan 

teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting 

dengan menunjukkan apa yang penting atau tidak. Dalam konsep grounded 

research bahwa suatu cara penelitian bersifat kualitatif menjadi berpengaruh 
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dengan suatu pandangan yang berbeda tentang hubungan antara teori dan 

pengamatan. 

Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk menggambarkan kualitas 

pelayanan publik di KPTSP Kabupaten Sintang, maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian  kualitatif. 

 
2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang kualitas pelayanan publik ini lebih difokuskan pada 

KPTSP Kabupaten Sintang. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kantor 

Pelayanan Terpadu  Satu Pintu Kabupaten Sintang  antara lain : 

a. Terdapat masalah yang dihadapi oleh KPTSP Kabupaten Sintang  dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan Perizinan 

terpadu. 

b.  Struktur Organisasi untuk mendukung kualitas pelayanan Publik pada  

KPTSP Kabupaten Sintang masih perlu pembenahan  karena KPTSP 

Kabupaten Sintang  baru terwujud Tahun 2009 sesuai dengan Perda 

Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun2008  tentang Satuan Kerja Perangkat 

Daerah ( SKPD) Kabupaten Sintang. 

c. Kemampuan aparat yang dimiliki untuk mendukung pelayanan publik yang 

berkualitas di  KPTSP Kabupaten Sintang perlu ditingkatkan. 

d. Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh  KPTSP Kabupaten Sintang relatif 

masih terbatas. 
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B. Penentuan Informan  

Penelitian ini mengambil informan yaitu dari masyarakat Kabupaten 

Sintang yang berkepentingan dengan adanya KPTSP  Kabupaten Sintang dan 

aparat yang memegang kunci (key informan) di wilayah penelitian, yaitu KPTSP  

Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang. Penentuan informan dilakukan dengan 

mengambil informan kunci (key informan). Dari pengambilan informan, hal ini 

menunjukkan jumlah semua sampel yang diperoleh sama dengan jumlah 

informannya. 

Adapun yang dijadikan key person adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor,  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( KPTSP) Kabupaten 

Sintang; 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

3. Kepala Seksi Perizinan 

4. Kepala Seksi Pelayanan 

5. Kepala Seksi Bina Program 

6. Staf / Petugas  Pelayanan KPTSP Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang; 

7. Masyarakat Kabupaten Sintang yang membutuhkan pelayanan di KPTSP  

Kabupaten Sintang. 

C. Pokok Bahasan 

Menyusun pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan tertulis sebagai 

bahan pengumpulan data dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan langsung 

kepada Informan. 
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Mendokumentasi dokumen-dokumen literatur-literatur yang terkait dengan 

masalah yang diteliti dan diperlukan untuk kelengkapan data dalam proses 

penelitian. 

 
D. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara 

intensif (observation), wawancara yang dilakukan secara mendalam (in depth 

interview) dan teknik dokumentasi serta telaah kepustakaan. Untuk melengkapi 

data primer yang diperoleh dengan cara-cara sebagaimana dimaksud diatas, dalam 

penelitian ini juga menggunakan data sekunder. 

Dalam melakukan observation, penulis berada di lokasi penelitian di 

KPTSP Kabupaten Sintang  dan mengamati secara teliti dan seksama keadaan 

yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan 

timbul untuk dijadikan bahan penelitian.  

Dalam melakukan in depth interview, penulis melakukan interview 

langsung baik kepada aparat yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan di 

KPTSP Kabupaten Sintang, masyarakat pengguna jasa dan beberapa pihak lain 

yang berhubungan dengan keberadaan KPTSP Kabupaten Sintang ini, misalnya 

wartawan Kapuas Post dan wartawan Pontianak Post yang biasa bertugas di 

lingkungan Pemda Kabupaten Sintang untuk mendapatkan informasi yang lebih 

jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan 

kualitas pelayanan publik di KPTSP Kabupaten Sintang  seperti laporan tahunan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40905.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43 
 

dan bulanan tentang pelaksanaan pelayanan dan laporan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung. 

Keempat metode tersebut di atas digunakan di lapangan untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan, yakni untuk memperoleh data primer, di 

samping dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan, juga digunakan 

teknik interview terhadap responden yang telah ditentukan, dengan cara 

mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan (interview 

guide) yang telah disusun. Dalam melakukan interview, pertanyaan tidak hanya 

terpaku pada pedoman wawancara, tetapi dapat berkembang sesuai kenyataan 

yang ada di lapangan. Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya jawaban 

atau pernyataan responden, perlu didukung dengan data sekunder yang diperoleh 

dari studi dokumentasi. 
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Untuk lebih memperjelas dalam pengumpulan data, baik itu data skunder 

maupun data primer, maka penjaringan data dilakukan sesuai dengan yang tertera 

pada tabel 2 berikut ini : 

Tabel 3.1 
PENJARINGAN DATA BERDASARKAN JENIS DATA, METODE 

PENGUMPULAN DATA DAN SUMBER DATA 
 

Jenis data, metode pengumpulan data, sumber data 
Primer Sekunder Variabel dan Indikator 

Wawancara Observasi Telaah Kepustakaan Telaah Dokumenter 
Kualitas pelayanan publik akan diukur dari 
tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap 
kualitas pelayanan yang diberikan, akan 
diukur dari : 
• Ketepatan waktu pelayanan yang 

berkaitan dengan waktu tunggu dan 
proses 

• Kemudahan dalam pengajuan 
permohonan dan kelengkapan 
administrasi 

• Akurasi pelayanan yang berkaitan 
dengan apakah pelayanan tersebut 
bebas dari kesalahan 

• Besarnya biaya pelayanan 

Kepala Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ( 
KPTSP)  Kabupaten 
Sintang beserta 
jajarannya yang terkait 
dan masyarakat pengguna 
jasa pelayanan 

Cara dan hasil pelayanan 
yang dilakukan di Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu  Kabupaten Sintang. 

Literatur mengenai birokrasi 
dan manajemen pelayanan 
publik. 

Perda, dokumen, kliping, 
artikel yang berhubungan 
dengan penelitian. 

Struktur organisasi, akan diukur dari : 
• Tingkat pembagian tugas pokok dan 

fungsi 
• Kejelasan pelaksanaan tugas antar 

instansi 
• Tingkat hubungan antara atasan dan 

bawahan 

 Kepala Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ( 
KPTSP)  Kabupaten 
Sintang beserta 
jajarannya yang terkait 
dan masyarakat pengguna 
jasa pelayanan 

Sikap dan perilaku dalam 
pelaksanaan tugas. 

Literatur mengenai 
organisasi, birokrasi dan 
manajemen pelayanan 
publik. 

Laporan internal organisasi. 

Kemampuan aparat, akan diukur dari : 
• Tingkat pendidikan aparat 
• Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai 

jadwal 
• Kemampuan melakukan kerja sama 
• Kemampuan menyesuaikan diri 

terhadap perubahan yang dialami 
organisasi 

• Kemampuan dalam menyusun rencana 
kegiatan 

• Kecepatan dalam melaksanakan tugas 
• Tingkat kreativitas mencari tata kerja 

yang terbaik 
• Tingkat kemampuan dalam 

memberikan pertanggung jawaban 
kepada atasan 

• Tingkat keikutsertaan dalam 
pelatihan/kursus yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya   

 Kepala Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ( 
KPTSP)  Kabupaten 
Sintang beserta 
jajarannya yang terkait 
dan masyarakat pengguna 
jasa pelayanan 

Kemampuan aparat dalam 
pelaksanaan pelayanan. 

Literatur mengenai birokrasi 
dan manajemen pelayanan 
publik. 

Statistik kepegawaian. 

Sistem  pelayanan, akan diukur dari : 
• Kenyamanan dalam memperoleh 

pelayanan berkait dengan lokasi tempat 
pelayanan 

• Kejelasan informasi tentang pelayanan 
yang diberikan 

• Perlindungan terhadap dampak hasil 
pelayanan 

 Kepala Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu ( 
KPTSP)  Kabupaten 
Sintang beserta 
jajarannya yang terkait 
dan masyarakat pengguna 
jasa pelayanan. 

Sikap dan perilaku 
masyarakat. 

Literatur mengenai birokrasi 
dan manajemen pelayanan 
publik. 

Laporan pengaduan 
masyarakat. 

Sumber : Hasil  Olahan  
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E. Metode Analisis Data 

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan 

dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang 

diperoleh dapat langsung di analisis.  

Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dari  lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang 

diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan 

penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman 

pada teori-teori yang sesuai.  

 Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni 

penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil 

dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk 

mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak 

diperiksa atau diteliti dalam penelitian mengenai kualitas pelayanan publik di 

(KPTSP Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab IV Temuan dan Pembahasan, dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(KPTSP) Kabupaten Sintang, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Sintang, dapat dikatakan baik, dan yang perlu menjadi perhatian untuk 

ditingkatkan  hal-hal sebagai berikut antara lain : 

a. Masih tidak konsistennya antara waktu tunggu dengan waktu penyelesaian 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen. 

b. Belum adanya sistem komputerisasi yang online dengan instansi terkait dan 

belum adanya Internet sebagai fasilitas pendukung untuk kelancaran serta  

pelayanan khususnya sarana pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 

menggunakan IT dan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan 

Investasi Secara Elektronik)  belum ada. 

c. Dalam hal menetapkan persyaratan administrasi, Kantor Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Sintang, tidak terlalu kaku asalkan sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan, dan tidak ditemukan adanya diskriminasi dalam 

pemberian pelayanan publik. 
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d. Biaya pelayanan yang ditetapkan tergolong wajar bagi sebagian konsumen 

dan  ada juga yang menganggap bahwa biaya pelayanan masih terlalu tinggi. 

e. Sosialisasi belum dilaksanakan secara efektif dengan menjangkau semua 

Kecamatan  se Kabupaten Sintang. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik 

dalam penyelenggaraan pelayanan Publik Pada KPTSP Kabupaten Sintang 

a. Struktur organisasi 

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang 

sudah dapat berjalan sesuai yang diharapkan, disebabkan karena : 

1) Struktur organisasi yang ada sudah merupakan Struktur Organisasi 

Pemerintah Daerah (SOPD) yang tugas dan fungsinya pada bidang 

pelayanan terpadu.        

2) Dalam menjalankan tugasnya, hubungan  antara atasan dan bawahan 

sudah dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada  

masyarakat. 

3) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, dalam 

hal ini bertindak sebagai atasan sudah memberikan pendelegasian 

wewenang kepada bawahan namun untuk penandatanganan dokumen 

perizinan dan non perizinan belum ada pendelegasian dikarenakan 

pelimpahan wewenang yang diberikan oleh bupati hanya kepada kepala 

Kantor  Pelayanan   Terpadu   Satu     Pintu   Kabupaten   Sintang   sesuai   
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Peraturan Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian 

Sebagian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sintang. 

b. Kemampuan aparat  

Kemampuan aparat di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Sintang, dinilai cukup baik, hal ini disebabkan karena : 

1) Tingkat pendidikan aparat sudah baik, pada tingkat pejabat Struktural 

namun pada Staf bidang pelayanan tingkat pendidikan harus ditingkatkan 

dan disesuaikan dengan tugas pokok yang berhubungan dengan pelayanan 

terpadu satu pintu bidang perizinan dan non perizinan. 

2) Tingkat pendidikan bidang teknis bangunan, Industri, Lingkungan hidup 

Kantor KPTSP belum memiliki disiplin ilmu dimaksud.   

3) Pelayanan kepada masyarakat dilayani dengan tanggap dan cepat, namun 

daya inisiatif dan kreativitas masih kurang, terlalu prosedural. 

4) Pihak atasan sudah tanggap terhadap bawahan. 

5) Laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin terutama laporan keuangan 

dilaporkan kepada DPKKA Kabupaten  Sintang  setiap bulan. 

7) Dalam mengembangkan keahliannya, aparat di Kantor Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sering mengikuti Diklat teknis 

fungsional, Kaji Terap dan Magang di Kabupaten/Kota dan propinsi di 

luar Kalimantan Barat. 
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c. Sistem pelayanan  

Sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Sintang, masih perlu pembenahan dikarenakan : 

1) Kondisi ruangan pelayanan masih sempit dibanding dengan beberapa 

personil  staf yang melayani masyarakat  termasuk ruangan tunggu 

masih  mempunyai tempat duduk yang sedikit yang mengakibatkan 

kenyamanan dari masyarakat perlu di perhatikan dan kenyamanan dari 

staf yang melayani. 

2) Infomasi  tentang pelayanan yang diberikan  dengan melibatkan pihak 

media massa, Radio RRI dengan melaksanakan Hallo Bupati  satu bulan 

sekali, dan dengan sosialisasi  sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

untuk memantaunya namun sosialisasi ke kecamatan belum 

dilaksanakan kepada semua Kecamatan Se Kabupaten Sintang akibat 

dari keterbatasan anggaran yang ada. 

3) Untuk meningkatkan kesadaran/dan pengetahuan masyarakat tentang 

pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan sosialisasi. 

4) Dalam pemberian perlindungan terhadap hasil pelayanan, adanya 

kesanggupan penggantian setiap hasil pelayanan yang mengalami 

kesalahan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, adapun hal-hal perlu disarankan 
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untuk mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 

adalah sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi  

a. Ditinjau dari struktur organisasi yang ada sudah waktunya Kantor Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang ditambah kewenangan yang 

dilimpahkan kepada  KPTSP  sebagai tugas pokok dan fungsi sebagai 

pelayanan terpadu satu pintu. 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas 

pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan dengan dilaksanakan 

kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pelayanan 

administrasi dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan. 

c. Untuk kedepan bahwa  dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada 

kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang perlu menjadi 

perhatian tentang  letak/posisi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Sintang  di buat tempat  yang baru, yang strategis yaitu yang   

mudah dijangkau,  mudah di lihat oleh masyarakat  untuk  mengurus 

dukumen perizinan dan non perizinan  atau dengan memperluas gedung yang 

telah ada. 

d. Mengoptimalkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan kerjasama 

antar lembaga/instansi pemerintah daerah provinsi dan pusat  supaya 

terlaksana hubungan kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah daerah 

dengan/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  terkait. 
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e. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis  perizinan dan non 

perizinan, pengaduan masyarakat dalam upaya meningkatkan retribusi daerah 

dengan mengembangkan sistem pelayanan publik dibidang administrasi  dan 

pelayanan perizinan dan non perizinan dalam upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik pada penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor 

pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang. 

2. Kemampuan Aparat. 

a. Dilihat dari kemampuan aparat, harus melaksanakan prinsip ‘The right man 

on the right place’ maka dalam pendelegasian tugas dan wewenang serta 

pemberian kesempatan kepada pegawai untuk memegang tanggung jawab 

perorangan harus jauh dari pola pendekatan hubungan pribadi, tetapi lebih 

ditekankan pada objektifitas kualitas keahlian dan kecakapan individu 

penerima wewenang. 

b. Mengikuti arus informasi yang semakin cepat, maka penggunaan sistem 

komputerisasi online yang dapat diakses langsung oleh masyarakat harus 

segera diterapkan, selain akan mempercepat proses pelayanan publik juga 

agar lebih membuka diri terhadap gagasan-gagasan inovatif, peka terhadap 

perubahan dan gagasan inovatif dalam peningkatan produktivitas dan 

pelayanan. 

c. Dalam pelayanan publik harus semakin mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia dan demokratisasi, model kepemimpinan harus bergeser dari 

kekuasaan ke pendekatan keahlian (from macho to maestro) dan berjiwa 

demokratis, dekat dengan bawahan dan menerapkan model birokrasi 
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humanistik yaitu menempatkan manusia pada proporsinya  serta menambah 

jumlah pegawai KPTSP yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) 

administrasi dan bidang teknis. 

3. Sistem Pelayanan 

a.  Memperhatikan kenyamanan masyarakat yang mengurus dokumen perizinan 

dan non perizinan dalam memperoleh pelayanan terkait dengan lokasi 

pelayanan. 

b.  Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem jemput bola 

dalam arti petugas datang ke kecamatan untuk memudahkan masyarakat 

dalam pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan yang diperlukan 

oleh masyarakat dalam berusaha dan berinvestasi. 

c.   Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat perlu dilaksanakan 

sosialisasi ke setiap kecamatan dan melaksanakan sosialisasi melalui media 

massa, Radio RRI, Hallo Bupati Setiap bulan sehingga masyarakat mengerti 

tentang arti pentingnya pelayanan terpadu serta mengetahui apa yang 

menjadi tugas pokok dan fungsi KPTSP Kabupaten Sintang di bidang 

pelayanan terpadu. UNIV
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REKAPITULASI HASIL WAWANCARA DALAM MELAKUKAN 
PENELITIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA 

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) 
KABUPATEN SINTANG 

 
Dalam melakukan penelitian dengan judul Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten 

Sintang ini, penulis menggunakan tehnik wawancara mendalam (in depth interview). 

Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi 

terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan 

akan berkembang sesuai dengan poin-poin yang telah disusun sesuai dengan 

penelitian.  

Adapun   poin-poin pedoman wawancara yang akan dilakukan meliputi hal-

hal sebagai berikut : 

1. Kualitas pelayanan publik akan diukur dari tingkat kepuasan pengguna jasa 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, diukur dari : 

a. Ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu dan proses; 

b. Kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi; 

c. Akurasi pelayanan yang berkaitan dengan apakah pelayanan tersebut bebas 

dari kesalahan; 

d. Besarnya biaya pelayanan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 

a. Struktur organisasi akan diukur dari : 

1. Tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi; 
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2. Kejelasan pelaksanaan tugas antar instansi; 

3. Tingkat hubungan antara atasan dan bawahan. 

b. Kemampuan aparat akan diukur dari : 

1. Tingkat pendidikan aparat; 
2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal; 
3. Kemampuan melakukan kerja sama; 
4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami 

organisasi; 
5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan; 
6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas; 
7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik; 
8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

atasan; 
9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan 

bidang tugasnya. 
 

c. Sistem  pelayanan akan diukur dari : 

1. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan berkait dengan lokasi tempat 

pelayanan; 

2. Kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan; 

3. Perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan. 

 
Dalam rangka mengumpulkan data bagi penyusunan tesis yang berjudul: 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu            

(KPTSP) Kabupaten Sintang, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk dapat 

kiranya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan berikut ini.  

Daftar pertanyaan ini merupakan poin-poin pertanyaan berdasarkan tema penelitian, 

dengan perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan 

dikembangkan dilapangan. 

Atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) saya ucapkan terima kasih. 
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I.  Hasil Wawancara  Dengan H. Sudirman S.Sos. M.Si., Kepala Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang  

    
 Pertanyaan dan Jawaban 
 
1. Apakah Bapak/Ibu tahu apa tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu ( KPTSP ) Kabupaten Sintang? 
Jawaban : 

Ya,   
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang 
Pelayanan Terpadu atas semua bentuk pelayanan Perizinan, dan bukan 
Perizinan  dan tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.  
 
Sesuai  Keputusan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008, tanggal  01 
September  2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan 
penetapan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan bukan perizinan, 
menerima pengaduan, mengolah data  menindak lanjuti dan memberikan 
informasi kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta 
melaksanakan urusan ketatausahaan Kantor.  
  
Dari  Tugas Pokok sebagaimana diuraikan di atas, Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu mempunyai Fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :  
 

a. Penyusunan rencana dan program di Bidang Pelayanan Terpadu 
berdasarkan kebijaksanaan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana tahunan di 
bidang pelayanan terpadu; 

c. Pemberian Pelayanan Perizinan dan non perizinan; 
d.  Pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan; 
e. Pelaksanaan Sistem Pelayanan Minimal (SPM ) di bidang  Pelayanan 

Terpadu ; 
f. Penyusunan penetapan Kinerja di bidang Pelayanan Terpadu; 
g. Penunjang  penyelenggaraan pemerintahah daerah di bidang pelayanan 

terpadu; 
h. Penyusunan analisa jabatan; 
i. Penyusunan pengawasan melekat; 
j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 
perlengkapan, humas dan arsip di bidang pelayanan terpadu; 
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k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; 
l. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pelayanan 

Perizinan  dan non Perizinan kepada satuan kerja perangkat daerah baik 
secara lisan dan tertulis maupun melalui bimbingan teknis; 

m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang 
Pelayanan Terpadu; 

n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya; 

  
2. Apakah menurut Bapak/Ibu Tingkat Pembagian tugas Pokok dan fungsi 

sudah jelas ? 
Jawaban : 
Ya, Pembagian Tugas sudah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. 

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa tujuan    Pelayanan Terpadu Satu Pintu ?  
Jawaban : 
Ya, Untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara terpadu dengan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah masyarakat dalam 
menerima pelayanan yang diberikan oleh KPTSP Kabupaten Sintang. 

4. Apa yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 
Kabupaten Sintang? 
Jawaban : 
Setelah otonomi daerah dan pembenahan struktur organisasi, institusi kami 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Kemudian 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Sintang, sehingga berdasarkan tugas dan fungsi organisasi tersebut pelaksanaan 
pelayanan-pelayanan terpadu yang telah dilimpahkan oleh bupati menjadi urusan 
KPTSP dan bertanggungjawab terhadap pelayanan terpadu. 

5. Apakah pelaksanaan proses pelayanan  dilaksanakan sepenuhnya di Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) di Kabupaten Sintang? 
Jawaban :  
Ya, namun mengenai urusan teknis tetap dikoordinasikan kepada Instansi 
Teknis. 

6. Apakah tingkat hubungan antara atasan dan bawahan  sudah berjalan dengan 
baik ? 
Jawaban : 
Ya. Atasan memberikan  tugas kepada bawahan  dan pembagian tugas  sudah  
sesuai dengan tugas dan fungsi. 

7. Apakah tingkat pendidikan aparat sudah memadai ? 
Jawaban : 
Ya, Pada tingkat pejabat struktural sudah memadai namun pada tingkat staf 
pendidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan disiplin ilmu teknis yang 
diperlukan. 
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8. Apakah kemampuan penyelesaian pekerjaan  sudah sesuai jadwal? 
Jawaban : 
Ya, penyelesaian pekerjaan sudah sesuai dengan jadwal apabila persyaratan 
pemohon lengkap. 

9. Apakah kemampuan melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi 
sudah berjalan dengan baik ? 
Jawaban : 
Ya. Untuk mencapai tujuan organisasi selalu diutamakan adanya kerja sama. 

10. Bagaimana kemampuan menyesuaikan diri  terhadap perubahan yang dialami 
organisasi? 
Jawaban : 
Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi  tidak ada 
kendala yang berarti karena ada pedoman dan aturan sebagai panduan dalam 
pelaksanaan tugas. 
 
 

II. Hasil wawancara  dengan Zainal Arifin, S.Sos.MM., Kasubbag Tata Usaha 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (KPTSP) Kabupaten Sintang. 
 
Pertanyaan dan Jawaban. 
 

1. Bagaimaa kemampuan aparat dalam  menyusun rencana kegiatan? 
Jawaban :  
Kemampuan aparat dalam meyusun rencana kegiatan sudah berjalan dengan 
baik yaitu rencana diusulkan setiap tahunnya melalui musrenbang tingkat 
Kabupaten Sintang. 

2. Bagaimana kecepatan dalam melaksanakan tugas? 
Jawaban : 
Kecepatan dalam melaksanakan tugas  sudah disesuaikan dengan jadwal 
pelayanan yang ada dengan pemakaian alat komputer. 

3. Bagaimana tingkat kreativitas  mencari tata kerja yang lebih baik ? 
Jawaban : 
Disesuaikan dengan aturan dan panduan dalam pelaksanaan tugas. 

4. Bagaimana tingkat kemampuan  dalam memberikan pertanggungjawaban  
kepada atasan? 
Jawaban. 
Dalam me:mberikan pertanggungjawaban kepada atasan  baik dalam 
administrasi kegiatan dan pelaksanaan tugas rutin telah dilaksanakan dengan 
baik. 
 

III. Hasil Wawancara  dengan Parsono, S.Sos Kepala Seksi Pelayanan Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang. 
Bagaimana tingkat keikutsertaan  dalam pelatihan/kursus yang berhubungan 
dengan tugasnya? 
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Jawanan. 
Setiap tahunnya pejabat stuktural dan staf selalu diikutsertakan dalam 
pelatihan dan kursus. 

1. Apakah pelatihan/kursus yang dilaksanakan merupakan program kerja 
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sintang atau program yang di 
laksanakan oleh pemerintah propinsi atau pemerintah pusat? 
Jawaban. 
Ya. Dari kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang mengikuti 
kegiatan diklat dan kursus tersebut di tingkat propinsi dan pusat. 

2. Apakah kebijakan program  dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 
telah dilaksanakan di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) 
Kabupaten Sintang? 
Jawaban . 
Ya. Sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 24 Tahun 2006 
tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu. 

3. Kalau ya, bagaimana mekanisme penyusunan program kerja yang Bapak/Ibu 
susun di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang? 
Jawaban . 
Usulan dimasukkan dalam  Rensta, Program Tahunan dan diusulkan dalam 
Musrenbang setiap tahun anggaran. 

4. Apakah ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah terhadap kebijakan 
program  kantor pelayanan terpadu satu pintu  di kabupaten sintang ? 
Jawaban : 
Ada namun tetap disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Sintang 

5. Kalau ada, untuk apa anggaran tersebut digunakan ? 
Jawaban : 
Untuk kegiatan belanja pegawai dan belanja publik yang berhubungan 
dengan pelayanan kepada masyarakat. 

6. Apakah ada petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu (KPTSP ) Kabupaten Sintang ? 
Jawaban : 
Ada. Sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai Peraturan 
Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, sehingga berdasarkan tugas 
dan fungsi organisasi tersebut pelaksanaan pelayanan terpadu yang telah 
dilimpahkan oleh bupati menjadi urusan KPTSP dan bertanggungjawab terhadap 
pelayanan terpadu. 

5. Siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan program 
penyelenggraan pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten sintang? 
Jawaban . 
Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini instansi yang membidangi 
pelayanan terpadu yaitu KPTSP Kabupaten Sintang yang di pimpin oleh 
kepala kantor sebagai Pejabat Struktural Eselon III/a. 
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IV. Hasil Wawancara  dengan  Takong Kepala Seksi Bina Program dan 
Informasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu     (KPTSP) Kabupaten 
Sintang. 
  
Pertanyaan dan Jawaban. 
 
1. Apakah diadakan sosialisasi kebijakan program penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten sintang ? 
Jawaban : 
Ada.. sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk sosialisasi.. 

2. Bagaimana  bentuk sosialisasi yang diadakaan oleh pelaksana program ? 
Jawaban : 
Melalui RRI yaitu Hallo Bupati Sintang, Baliho dan Sosialisasi ke 
beberapa kecamatan namun belum semua dilaksanakan karena 
keterbatasan dana. 

3. Berapa kali dan dimana diadakan sosialisasi ? 
Jawaban : 
Setiap tahunnya 2 kali dilaksanakan sosialisasi dan di laksanakan di 
Kecamatan terdekat akibat keterbatasan dana. 

4. Kepada siapa Bapak/Ibu sosialisasikan ? 
Jawaban: 
Kepada masyarakat Kabupaten Sintang. 

 
V. Hasil Wawancara  dengan Zubaedah, S.Sos.MM., Kepala Seksi Perizinan  

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang. 
  
1. Permasalahan dan kendala apa yang Bapak/Ibu hadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan program penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu  di 
kabupaten sintang? 
Jawaban : 
Permasalahan yang dihadapi untuk sekarang ini adalah masalah sarana 
dan prasarana pelayanan yang perlu di tingkatkan diantaranya sarana dan 
prasarana yang dimiliki, khususnya sarana pelayanan perizinan dan non 
perizinan dengan menggunakan IT dan SPIPISE (Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik  belum ada. 

2. Apakah Bapak/Ibu dalam pelaksanaan kebijakan program pelayanan 
dalam  penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu  di kabupaten 
sintang melibatkan SKPD lain  ? 
Jawaban  
Ya, yang berhubungan dengan perizinan yang sesuai dengan bidang tugas 
Instansi terkait yaitu diantaranya, Dinas PU, Dinas Perhubungan, Badan 
Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan, Dinas Perindagkop, dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sintang. 
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3. Bagaimana hubungan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD yang 
terkait dengan kebijakan program penyelenggaraan pelayanan terpadu 
satu pintu  di kabupaten sintang? 
Jawaban : 
Disesuaikan dengan pelayanan terpadu yang dilaksanakan   
dikoordinasikan apakah dokumen yang diterbitkan sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

4. Apakah dibentuk tim atau kelompok kerja dalam penanganan kebijakan 
program penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu  di kabupaten 
sintang? 
Jawaban : 
Ya. Ada tim pembina pelayanan terpadu kabupaten sintang dan tim teknis 
pelayanan terpadu kabupaten sintang. 

5. Bagaimana perlindungan terhadap dampak hasil pelayanan ? 
Jawaban. 
Apabila terjadi kesalahan dari pihak KPTSP maka kita akan ganti berkas 
dengan tidak memungut restribusi  atau gratis. 

6. Berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor 
pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang apa saja yang 
perlu dilengkapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. 
Jawaban : 
Banyak yang perlu dilengkapi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana 
dan kelengkapan lain sesuai dengan kelengkapan pelayanan terpadu di 
daerah-daerah lain yang sudah dapat dikatakan maju. 

7. Berhubungan  dengan organisasi apakah menurut bapak/ ibu Kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang yang 
sekarang berbentuk kantor sudah layak ditingkatkan menjadi Badan?. 
Jawaban : 
Belum layak  

8. Kalau layak/tidak layak  mohon dijelaskan. 
Untuk sekarang yang perlu di menjadi perhatian adalah adanya 
penambahan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada KPTSP 
tentang pelayanan terpadu dan sekarang yang dilimpahkan baru 10 jenis 
pelayanaan perizinan dan 5 jenis pelayanan  non perizinan dan untuk 
kedepannya apabila masyarakat sudah menginginkan hal tersebut untuk 
dibentuk Badan (Setingkat Eselon II/b) maka pemerintah akan 
menyesuaikan dengan beban kerja yang menjadi tugas dan fungsi KPTSP 
Kabupaten Sintang. 
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VI. Hasil Wawancara  dengan   Petugas Pelayanan pada Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. 

 
Daftar pertanyaan dan jawaban   
 
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui  tujuan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu 

di Kantor Pelayanan Terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang? 
Jawaban : 
Ya. 

2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahuinya ? 
Jawaban : 
Dari teman dan dari peraturan tentang pelayanan terpadu. 

3. Apakah ada pedoman atau petunjuk teknis yang diberikan  dalam pelaksanaan 
pelayanan terpadu satu pintu ? 
Jawaban : 
Ada 

4. Apakah Bapak/Ibu diberi bimbingan secara teknis dalam pelaksanaan kebijakan 
program penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu  di Kabupaten Sintang? 
Jawaban : 
Ya. 

5. Apakah Bapak/Ibu diberi pelatihan atau bimbingan teknis  dalam melaksanakan 
tugas pelayanan ? 
Jawaban : 
Ya. Kita Bimtek ke Propinsi dan Jakarta. 

6. Apakah  tanggapan masyarakat tentang pelaksanakan pelayanan yang bapak/Ibu 
berikan? 
Jawaban : 
Masyarakat senang adanya tempat pelayanan seperti ini secara terpadu namun 
pelayanannya diharapkan  kualitasnya dapat semakin  ditingkatkan. 

7. Apakah ada permasalahan dan hambatan ketika Bapak/Ibu melakukan pelayanan 
kepada masyarakat ?   
Jawaban : 
Ada. Masyarakat menginginkan proses pelayanan secepatnya namun kadang- 
kadang administrasi yang disampaikan pemohon belum lengkap administrasinya 
untuk menerbitkan dokumen perizinan atau non perizinan yang di sampaikan ke 
kantor. 

8. Berapa lama waktu pelayanan yang diberikan untuk  urusan satu surat izin yang 
diberikan. 
Jawaban : 
Tiga hari sampai dengan 14 hari. 

9. Apakah waktu penyelesaian pelayanan telah sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan? 
Jawaban : 
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Kadang-kadang sesuai, namun kadang tidak sesuai karena pemohon  persyaratan 
yang disampaikan kurang lengkap dan Pimpinan untuk menandatangani tidak 
berada ditempat atau tugas luar. 

10. Apakah kendala yang ditemui  bapak/ibu dalam pelayanan. 
Jawaban : 
Sumberdaya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana  perlu ditingkatkan. 
 

VII. Hasil Wawancara  dengan  Masyarakat Kabupaten Sintang  yang  
membutuhkan pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu              
(KPTSP)  Kabupaten Sintang. 

 
Daftar Pertanyaan dan Jawaban  

 
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang pelayanan terpadu satu pintu  di 

Kabupaten Sintang ? 
Jawaban : 
Ya untuk pelayanan perizinan  dan non perizinan. 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui organisasi yang melaksanakan kebijakan 
program pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten sintang ? 
Jawaban : 
Ya sekarang KPTSP Kabupaten Sintang untuk beberapa perizinan dan non 
perizinan yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. 

3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi tentang pelaksanaan 
pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang ? 
Jawaban : 
Tidak pernah cuma dengar dari teman dan lihat baliho di jalan. 

4. Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah pernah melakukan sosialisasi atau 
advokasi tentang kebijakan program penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu di Kabupaten Sintang ? 
Jawaban : 
Pernah. 

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan 
pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang? 
Jawaban : 
Belum sepenuhnya sadar apa manfaat pengurusan dokumen di kantor 
pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang. 

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pembinaan/sosialisasi  peraturan 
dalam pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Sintang? 
Jawaban : 
Pembinaan perlu ditingkatkan. 

7. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pemahaman  masyarakat tentang 
perlunya surat Izin dalam melakukan usaha? 
Jawaban : 
Belum semua menyadari perlunya surat izin dalam usaha. 
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8. Apakah menurut Bapak/Ibu  perlu adanya surat izin  dalam melaksanakan 
usaha? 
Jawaban : 
Perlu. 

9. Kalau perlu, menurut Bapak Ibu untuk apa kegunaannya? 
Jawaban : 
Untuk legalitas usaha dan  kelancaran usaha. 

10. Menurut Bapak /Ibu Bagaimana  kenyamanan  dalam memperoleh pelayanan 
berkaitan dengan  lokasi tempat  pelayanan? 
Jawaban : 
Perlu  dibuat ruangan yang lebih nyaman dan ber AC seperti Bank  dan 
ditingkatkan biar masyarakat yang mengurus izin tidak bosan menunggu 
diruang tunggu. 

11. Bagaimana kejelasan Informasi tentang pelayanan yang diberikan ? 
Jawaban : 
Kita baca petunjuk yang di berikan dan kita tanya staf di ruang pelayanan. 

12. Apakah menurut Bapak/Ibu sarana dan prasarana mendukung terhadap 
pelaksanaan pelayanan yang diberikan ? 
Jawaban : 
Belum memadai perlu ditingkatkan 

13. Apakah ruang tunggu pelayanan sudah memadai ? 
Jawaban : 
Belum memadai perlu menjadi perhatian untuk di benahi. 

14. Apakah petugas khususnya dalam pelayanan sudah  melayani dengan  baik, 
trampil  dan ramah? 
Jawaban : 
Baik dan fasilitas dan sumberdaya manusianya perlu ditingkatkan. 

15. Apakah menurut bapak/ibu pelayanan yang diberikan sudah memuaskan? 
Jawaban : 
Belum begitu memuaskan karena banyak sekali persyaratan dan biaya juga 
relatif tinggi. 

16. Apakah bapak/Ibu diberikan penjelasan  segi manfaat  tentang  perlunya surat 
izin dalam melaksanakan suatu usaha? 
Jawaban : 
Ya 

17. Bagaimana ketepatan waktu pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu 
dan proses? 
Jawaban : 
Kadang kadang sesuai dan kadang-kadang tidak. 

18. Bagaimana kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kelengkapan 
administrasi? 
Jawaban : 
Sulit karena banyak syarat lain yang diperlukan 

19. Bagaimana akurasi pelayanan yang berkaitan dengan apakah pelayanan 
tersebut bebas dari kesalahan ? 
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Jawaban : 
Cukup baik. 

20. Bagaimana  besarnya biaya pelayanan apakah sudah terjangkau masyarakat 
pengguna pelayanan? 
Jawaban : 
Biaya terlalu besar. 

21. Menurut Bapak / Ibu apa saja yang perlu diperhatikan dan  diperbaiki  untuk 
melaksanakan  pelayanan yang lebih baik ? 
Jawaban : 
Bayak , diantaranya fasilitas kantor dan kemampuan pegawai/aparat. 

22. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kebijakan tentang program Pelayanan terpadu 
satu pintu di Kabupaten Sintang ? 
Jawaban : 
Sudah waktunya diterapkan di Kabupaten Sintang 

23. Berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang apakah sudah 
berkualitas , mohon dijelaskan ! 
Jawaban : 
Perlu menjadi perhatian untuk dibenahi. 

24. Menurut Bapak /Ibu Apa saja yang harus ditingkatkan dalam pelayanan pada 
kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Sintang. 
Jawaban :  
Struktur organisasi, Kemampuan aparat dan sistem pelayanan perlu 
ditingkatkan ketiga faktor ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat 
dipisahkan  dalam ikut menentukan  tinggi rendahnya dan baik buruknya 
suatu pelayanan  yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya 
pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan yang diselenggarakan oleh KPTSP Kabupaten Sintang. 
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